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PERATIJRAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : 477/MENKES/PER/X/1990 

TENT ANG 
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN 

LABORATORIUM KESEHATAN 

MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang a. bahwa untuk melestarikan sumber 
daya alam dan lingkungan hidup 
perlu dilakukan upaya pencegahan 
akibat adanya kegiatan laborato -
rium kesehatan sebagai pelaksana­
an ketentuan pasal 2 ayat . (1) dan 
pasal 14 ayat (4) Peraturan Peme­
rintah Nomor 29 Tahun 1986 ten­
tang Analisis Mengenai . Dampak 
Lingkungan ; 

b. bahwa laboratorium kesehatan me­
nyelenggarakan jenis kegiatan 
yang membuat dan rnenggunakan ba­
han hayati dan non hayati serta 
mengintroduksi jenis tumbuh-tum -
buhan, hewan dan jasad renik, di­
samping i~u penerapan tehnologi 
diperkirakan akan mempunyai po­
tensi besar yang dapat menimbul -
kan dampak terhadap lingkungan ; 

c. bahwa analisis mengenai dampak 
lingkungan terhadap laboratorium 
kesehatan diperlukan sebagai lan­
dasan dalam mengambil keputusan 
dibidang perijinan laboratorium 
kesehatan ; 

d. bahwa sehubungan dengan hal ter­
sebut di atas dipandang perlu me­
netapkan Peraturan Menteri Kese -
hatan tentang Analisis Mengenai 
Dampak Lingkungan Laboratorium 
Kesehatan. 
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Mengingat 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 
tentang Pokok-Pokok Kesehatan 
(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 
131, Tambahan Lembaran Ne2ara No­
mor 2068); 

2. Undan2-undan2 Nomor 11 Tahun 1962 
tentan~ Hv2iene Untuk Usaha-usaha 
Baei Umum (Lembaran Neeara Tahun 
1962 Nornor 46. Tambahan Lembaran 
Neeara Nomor 2475); 

3. Undan2-undan2 Nomor 2 Tahun 1966 
tP.ntang HygiP-nP. (Lembaran NP-gara 
tahun 1966 Nomor 22, Tambahan Lem 
baran Negara Nomor 2804); -

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lem 
baran Negara Tahun 1982 Nomor 12: 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3215); 

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 
tentang Wabah Penyakit Menular 
(Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 
20, Tambahan Lembaran Negara No­
mor 3273); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Ta­
hun 1986 tentang Analisis Menge -
nai Dampak Lingkungan (Lembaran 
Negara Tahun 1986 Nomor 42, Tam­
bahan Lembaran Negara Nomor 3338). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN MENTER! KESEHATAN REPUBLIK 
INDONESIA TENTANG ANALISIS MENGENAI 
DAMPAK LINGKUNGAi: LABORATORIUM KESE­
HATAN. 
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BAB I 
KETENT't.JAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan 

U-9 

a. Analisis rnengenai Da'llpak Lingkungan, dising­
kat A.f\.IDAL adalah hasil studi mengenai darnpak 
suatu kegiatan yang direncanakan terhadap 
lingkungan hidup yang ·diperlukan bagi p~·oses 
pengarnbilan keputusan ; 

b. Dampak penting adalah perubahan iingkungan 
yang sangat rnendasar yang diakibatkan oleh 
suatu kegiatan ; 

c. Penyajian Inforrnasi Lingkungan,disingkat PIL 
adalah telaah secara garis besar tentang ren­
cana kegiatan yang akan dilaksanakan, Rona 
Lingkungan tempat kegiatan, kemungkinan tirn-. 
bulnya darnpak lingkungan olch kegiatan terse­
but dan rencana tindakan pengendalian dampak 
negatifnya ; 

d. Analisis Dampak Lingkungan, disingkat ANDAL 
adalah suatu te!aah seca:ra cermat dan menda­
larn tentang da'llpak penting suatu kegiatan 
yang direncanakan ; 

e. Penyajian evaluasi lingkungan, disingkat PEL 
adalah telaah secara garis besar tentang ke~ 
giatan yang sedang dilaksanakan rona lingkung 
an pada . saat penyajian itu dibuat, dampai( 
lingkungan yang ditimbulkan oleh kegia.tan te;.~ 
sebut dan rencana tindakan pengendalian dam: 
pak negatifnya ; 

f. Studi Evaiuasi Lingkungan, disingkat SEL ada­
lah telaah secara cermat dan mendalam tentang 
da.mpak lingkungan suatu kegiatan yang sedang 
dilaksanakan ; 

g. Ker angka Acuan, disingkat K.\ adalan Kerangka 
Acuan pembuatan ANDAL yang disusun bersama 
oleh pemrakarsa dan instansi yang bertanggung 
jawab bagi rencana kegiatan yang perlu dibuat 
Anal i sis Darnpak Lingkungan ; 
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h, Rencana Pengelolaan Lingkungan, disingkat RKL 
adalah rencana pengeloiaan lingkungan yang di­
susun oleh pemrakarsa bagi kegiatan yang telah 
ditetapkan oleh Komisi · ; 

i. Rencana Pemantauan Lingkungan, disingkat RPL 
adalah rencana pemantauan lingkungan yang disu­
sun oleh pemrakarsa bagi kegiatan yang telah 
diLetapkan oleh Komisi ; 

j. Laboratorium Kesehatan adalah sarana milik pe­
merintah atau S\<1asta yang melakukan pemeriksaan 
secara biologik, kimiawi dan fisika terhadap 
spesimen yang berasal dari manusia, hewan, me­
dis lingkungan, makanan/minuman, obat, narkoti­
ka, bahan berbahaya, alat kesehatan, dan atau 
kosmetika dalam rangka pengawasan, pengujian 
mutu, menunjang menetapkan diagnosa/terapi dan 
penelitian ; 

k. Komisi adalah komisi analisis mengenai 
lingkungan Dep~rtemen Kesehatan ; 

1. Pemrakarsa adalah orang atau badan yang 
ajukan dan bertanggung jawab atas rencana 
bangunan laboratorium kesehatan yang akan 
laksanakan ; 

darnpak 

meng­
pem­
di-

m. Pemberi Ijin adalah pejabat yang menurut keten­
tuan perundang-undangan yang berlaku berwenang 
mernberi ijin iaboratorium kesehatan 

n. Penyusunan AMDAL adalah sebagaimana dimaksud 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 
tentang Analisis Mengenai Daliipak Lingkungan ; 

o. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab 
di bidang kesehatan. 

BAB II 
RENCANA LABORATORIUM KESEH.A.TAN 

Pasal 2 

Rencana laboratorium kesehatan wajib membuat PIL. 
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Pasal 3 

Rencana laboratorium kesehatan sebagaimana di­
maksud dalam pasal 2 wajib dilengkapi dengan 
analisis -mengenai dampak lingkungan berupa ANDAL 
apabila mempunyai dampak penting terhadap ling -
kungan hidup. 

Pasal 4 

?emberi atau penolakan ijin terhadap rencana la­
boratorium kesehatan diberikan oleh Pemberi Ijin 
setelah adanya Rekomendasi atas RKL dan RPL dari 
Komisi. 

Pasal 5 

(1) Kanisi ditetapkan oleh Keputusan Menteri. 
(2) Kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta we­

wenang komisi sebagaimana dimaksud ayat (1) 
ditetapkan dalam Keputusan Menteri. 

BAB III 
TATA LAKSANA 

Bagian Pertama 
Penyajian Informasi Lingkungan 

Pasal 6 

(1) PIL diajukan oleh pemrakarsa kepada Pemberi 
ljin dan selanjutnya untuk diteliti oleh 
Komisi. 

(2) Pemberi Ijin memberikan bukti penerimaan 
P!L dengan mencantumkan tanggal penerirnaan -
nya kepada pemrakarsa. 

(3) P!L disusun dengan berpedoman pada Pedoman 
Teknis Penyusunan PIL Laboratorium Kesehatan 
seperti yang dimaksud dalam Lampiran I Per­
aturan ini. 

Pasal 7 

(1) Apabila berdasarkan basil penilaian PIL di­
nyatakan kurang lengkap oleh Komisi, rnaka 
Pemrakarsa melengkapinya sesuai dengan pe­
tunjuk. 

-
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(2) Apabila lokasi sebagaimana tercantum 
PIL dinilai tidak tepat, maka Komisi 
petunjuk tentang lokasi lain, dengan 
an bagi Pemrakarsa untuk membuat PIL 
baru. 

Pasal 8 

dalam 
memberi 

kewajib­
yang 

Berdasarkan hasil penilaian atas PIL, Komisi me­
nyarankan kepada Pemberi Ijin perlu tidakpya di­
buat ANDAL. 

Pasal 9 

Apabila rencana laboratorium kesehatan 
lu dibuat ANDAL, maka Pemrakarsa wajib 
RKL, dan RPL bagi rencan~ laboratorium 
tersebut. 

Bagian Kedua 

tidak per­
membuat 

kesehatan 

Rencana Pengelolaan Lingkungan 

Pasal 10 

Apabila PIL telah mendapat persetujuan, maka Pe -
mrakarsa rnenyusun RKL dan RPL bagi laboratoriu.~ 
kesehatan yang bersangkutan. 

Pasal 11 

(1) Pemrakarsa mengajukan RKL kepada Pemberi Ijin 
selanjutnya diteruskan untuk diteliti oleh 
Kornisi. 

(2) Pemberi Ijin memberikan bukti penerimaan RKL 
dengan mencantumkan tanggal penerimaannya ke­
pada Pemrakarsa. 

(3) Apabila RKL dinyatakan kurang sempurna oleh 
Pernberi Ijin berdasarkan hasil penilaian Ko­
misi, maka Pemrakarsa menyempurnakan dan meng 
ajukan kembali RKL tersebut sesuai dengan 
petunjuk Komisi. 

(4) Keputusan persetujuan atas RKL oleh Pemberi 
Ijin dapat diberikan dengan atau tanpa per 
syaratan . 

(5) RKL disusun dengan berpedoman pada Pedoman 
Teknis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II 
peratur an i ni. 
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Bagian Ketiga 
Rencana Pemantauan Lingkungan 

Pasal 12 

(1) Per.irakarsa mengajukan RPL bagi laboratorium 
kesehatan yang bersangkutan kepada Pemberi 
Ijin dan selanjutnya diteruskan untuk dite­
iiti oleh Komisi. 

(2) Pemberi ljin memberikan bukti penerimaan RPI 
dengan mencantumkan tanggal penerimaannya ke 
pada pemrakarsa. 

(3) Apabila RPL dinyatakan kurang sempurna oleh 
Pemberi ljin berdasarkan hasil penilaian Ko­
misi maka Pemrakarsa menyempurnakan dan meng 
ajukan kembali RPL tersebut sesuai dengan 
petunjuk Komisi. 

(4) RPL disusun dengan berpedoman pada Pedoman 
Teknis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 
II Peraturan ini. 

Bagian Keempat 
Batas dan tenggang waktu 

Pasal 13 

Batas dan tanggang waktu pelaksanaan AMDAL diten 
tukan sebagai berikut : 

(1) 

(2) 

(3) 

Keputusan terhadap persetujuan atau penolak 
P!L, RKL, RPL disampaikan kepada Pemrakarsa 
selambat-lambatnya 20 (tiga puluh) hari se­
telah tanggal penerimaan. 
Keputusan terhadap perbaikan AMDAL yang te­
lah disarankan disampaikan kepada Pemrakarsa 
selambat-lambatnya 20 (tiga pu;uh) hari se­
telah perbaikan AMDAL tersebut diterima. 
Apabila keputusan kepada Pemrakarsa dalam 
jangka waktu tersebut belum disampaikan,maka 
AMDAL atau perbaikannya dinyatakan telah me~ 
dapat persetujuan. 
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(4) Terhadap Keputusan penolakan sebagairnana di­
maksud ayat (1) Pemrakarsa dapat m~ngajukan 
keberatan kepada Menteri selambat-larnbatnya 
14 (empat belas) hari sejak diterimanya ke­
putusan penolakan. 

(5) Keputusan tentang pernyataan keberatan seba­
gaimana dimaksud dalam ayat (4) diberikan 
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari se­
j ak keputusan atas penolakan diterima dan 
merupakan keputusan terakhir. 

Bagian kelirna 
Tata Cara Pengajuan AMDAL 

Pasal 14 

Tata cara pengajuan AMDAL oleh pernrakarsa atau 
Penanggung jawab laboratorium kesehatan ditetap­
kan oleh komisi setelah berkonsultasi dengan 
Pemberi Ijin yang terkait. 

BAB IV 
KEDALUARSA DAN GUGURNYA KEPUTUSAN 

PERSETUJUAN PIL, RKL DAN RPL 

Pasal 15 

(1) Kep~tusan persetujuan PIL, RKL dan RPL a1-
nyatakan kedaluarsa, apabila rencana labo -
ratorium kesehatan tidak dilaksa11akan dalam 
jangka waktu lima tahun sejak ditetapkannya 
keputusan tersebut. 

(2) Apabila P!L, RKL dan RPL dinyatakan kedalu­
arsa, maka untuk melaksanakan rencana labo­
ratorium kesehatan Pemrakarsa \vajib menga -
jukan permohonan baru, dengan persyaratan 
sesuai dengan peraturan i ni. 

(3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud da 
lam ayat (2) Komisi memutuskan : 
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a. PIL dan/atau RKL dan/atau RPL yang per­
nah disetujui dapat sepenuhnya dipergu -
nakan kembali atau ; · 

b. PIL dan/atau RKL dan/atau RPL wajib di­
perbaharui. 

Pasal 16 

(1) Keputusan persetujuan PIL dinyatakan gu~Jr, 
apabila terjadi perubahan lingkungan yang 
sangat mendasar akibat peristiwa atau kare­
na kegiatan lain, sebelum rencana laborato­
rium kesehatan dilaksanakan. 

(2) Apabila keputusan tentang PIL dinyatakan 
gugur, maka untuk melaksanakan rencana atau 
meneruskan kegiatannya Pernrakarsa wajib rnem 
buat ANDAL berdasarkan rona lingkungan baru 
menurut tatalaksana sebagaimana diaLur da­
larn peraturan ini. 

BAB V 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 17 

Pendidikan, latihan, penelitian dan pengembang 
an analisis raengenai dampak lingkungan labora: 
torium kesehatan dilaksanakan oleh unit kerja 
yang bersangkutan bekerjasama dengan Komisi. 

Pasal 18 

(1) Pembinaan dan Pengawasan ditingkat Pusat 
dilaksanakan oleh Kepala Pusat Laboratori­
um Kesehatan. 

(2) Pembinaan dan Pengawasan ditingkat Wila­
yah dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wila­
yah Departemen Kesehatan Propinsi setempat. 

Pasal 19 

(1) Setiap rencana laboratorium kesehatan yang 
perlu dibuatkan AMDAL wajib diumumkan oleh 
Komisi. 
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(2) PIL, RKL dan RPL serta keputusan mengenai 
masing-masing hal tersebut bersifat terbuka 
untuk umum. 

(3) Sifat keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dan (2) dilaksanakan dalam bentuk 
peranserta masyarakat dengan mengemukakan sa­
ran dan pemikiran secara lisan dan/atau ter­
tul is kepada Komisi sebelum keputusan tentang 
pemberian ijin terhadap rencana laboratorium 
kesehatan diberikan. 

(4) bagi rencana laboratorium kesehatan yang me­
nyangkut rahasia Negara, ketentuan sebagaima­
na dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) tidak 
berlaku. 

Pasal 20 

Salinan PIL, RKL, RPL bagi laboratorium kesehatan 
serta keputusan masing-masing mengenai hal terse­
but disampaikan kepada : 

a. Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hi­
dup ; 

b. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat ; 
c. Para Eselon I dilingkungan Departemen Kesehat­

an ; 
d. Kepala Pusat Laboratorium Kesehatan ; 
e. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan 

Propinsi setempat. 

Pasal 21 

(1) Laporan pemantauan lingkungan dan evaluasinya 
yang dilakukan oleh Pemrakarsa sesuai dengan 
RPL disampaikan kepada : 

a. Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan 
Hidup ; 

b. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat; 
c. Para Eselon I dilingkungan Departemen Kese 

hatan ; 
d. Kepala Pusat Laboratorium Kesehatan ; 
e. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan 

Propinsi setempat. 
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(2) Laporan pemantauan lingkungan dan evaluasi­
nya serta pengawasan RPL dan RKL dilakukan 
oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kese­
tan Propinsi wajib di sampaikan kepada : 

a. Menteri Negara Kepcndudukan dan Lingkung 
an Hidup ; -

b. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setem -
pat ; 

c. Para Eselon I dilingkunga~ Departemen 
Kesehatan. 

BAB VI 
P E M B I A Y A A N 

Pasal 22 

(1) Biaya pelaksanaan kcgiatan Komisi dibeban -
kan kepada anggaran Departemen Kesehatan. 

(2) Biaya untuk iuembu<!.t PIL, RKL, dan RPL yang 
merupakan bagim1 dari bic:.ya laboratorium ke 
sehatan yang direncanakan maupun yang sudah 
berjalan menjadi beban Pemrakarsa. 

!3.<\I> VI I 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 23 

Dengan berlakunya Pcraturan Menteri in1, rnaka 
setiap laboratorium kcsehatan yang telah dibua~ 
PIL dan telah disetujui sesuai dengan ketentuan 
perundangan yang berlaku, dianggap telah meme­
nuhi ketentuan sebagaimana diat ur daiam Peratur 
an ini. 

(1) 

Pasal 24 

Untuk laborat ori um kesenatan sebagaimana di 
maksud dala'.1 .pasal 2 peratun.n ini yang se­
dang dilaksanakan pada saat berlakunya per­
aturan ini belum dibuat AMDALnya, -- penang 
gul}g jawab laboratorium kesehatan, wajib 
membuat PEL dan mengajukannya kepada Pembe-
ri lj in dan selanjutr:ya di teruskan untul· 
diteliti oleh Komisi. 



' 
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(2) Apabila dari penilaian atas PEL laboratoriurn 
kesehatan sebagairnana dimaksud dalarn ayat (1) 
disimpulkan bahwa laboratorium kesehatan ter -
sebut menirnbulkan dampak penting terhadap ling 
kungan hidup, rnaka penanggung. jawabnya wajib­
membuat SEL dan mengajukannya kepada Pernberi 
Ijin dan selanjutnya diteruskan untuk diteliti 
oieh Komisi. 

(3) Ketentuan tentang tata laksana, pernbinaan, 
pengawasan, dan pembiayaan PIL, RKL, dan RPL 
sebagaimana diatur dalam Peraturan ini, berla­
ku pula terhadap tata laksana, pembinaan, peng 
awasan dan pembiayaan PEL, RPL dan RKL bagi -
laboratorium kesehatan yang sedang dilaksana -
kan. 

BAB VIII 
KETEN1UAN PENUTIJP 

Pasal 25 

Ketentuan ANDAL atas laboratorium kesehatan seba · ~ 

gaimana dimaksud dalam pasal 3 peraturan ini dite­
tankan tersendiri. 

Pasal 26 

Petuniuk teknis seba{Tai nelaksana neraturan ini di 
tetankan olch Komisi. 

Pasal 27 

Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku se­
iak tanvgal ditetankan. 
A{Tar setian oranv menqetahuinva. memerintahkan 
nenpundanvan Peratura~ Menteri Kesehatan ini den{Tan 
nenemnatannva dala.IJI Berit:a NeQ'ara Renublik Indonesia. 

Ditetapkan di : J A K A R T A 
Pada tanggal : 6 OKTOBER 1990 

MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

ttd 

v~. ADHYA1MA, MPH. 
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Lampiran I 
Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor : 477 /MENKES/PER/X/1990 
Tanggal : 6 Dktober 1990 

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN 
PENYAJIAN INFORMASI LINGKUNGAN (PIL) 

LABORATORIUM KESEHATAN 

BAB I INDENTITAS PEMRAKARSA DAN PENYUSUN PIL 
1. Narna dan alarnat lengkap pemrakarsa 
2. Nama dan alamat lengkap penyusun PIL 

BAB II URAIAN SINGKAT RENCANA KEGIATAN LABORA­
TOR IUM KESEHA TAN 
1. Jenis laboratorium kesehatan 
2. Lokasi laboratorium kesehatan yang 

tepat (dilampirkan peta lokasi ter -
baru yang memenuhi syarat) Peta lo­
kasi : 

a. Kabupaten/Kodya dan Kecamatan, 
skala 1 : 5.000. 

b. Tapak rencana, skala 1 : 1.000. 
3. Perkiraan umur kegiatan laboratori -

um kesehatan. 
4. Uraian secara garis besar tentang 

rencana kegiatan pernbangunan labora­
toriUi~ kesehatan : 

a. Tahap prakonstruksi/persiapan 
1) Uraian survai yang telah dite~ 

tukan 
2) Pembebasan, penguasaan, pemi -

likan lahan serta metoda pe­
ngendaliannya. 

b. Tahap konstruksi . 
i) Rancanrran umurn rencana kegiat­

an dan jadwalnya. . . . , 
- ... L L ... '""' I. 

' 
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2) Cara pelaksanaan kegiatan yang meliputi:pem­
bukaan lahan dan penggalian tanah, pengeruk­
an , konstruksi dan pembangunan fisik lainnya. 

3) Luas areal dan tata letak yang akan digunakan 
untuk kegiatan, meliputi : bangunan utama, 
parkir, jalan, sarana pengolahan limbah dan 
sarana lainnya. 

4) Peralatan yang digunakan terrnasuk macam dan 
jumlah. 

S) Bahan bangunan. 
a. Jenis dan jumlah 
b. Ternpat dan cara pengambilan 
c. Sistirn transportasi dan penyimpanannya 
d. Sistim pernbuangan akhir bahan buangan. 

6) Mobilisasi peralatan laboratorium kesehatan. 
7) Tenaga kerja. 

a. Karakteristik tenaga kerja 
b. Pemukiman tenaga kerja 

8) Pendidikan ketrarnpilan yang diberikan kepada 
tenaga kerja 

c. Tahap operasi 

1) Jenis kernampuan dan kepastian pelayanan, an­
tara lain : 
a) Pemeriksaan biologi : 

- pemeriksaan bakteriologi 
- perneriksaan parasitologi/helmintologi 
- pemeriksaan virologi 
- pemeriksaan planktonologi 
- pemeriksaan bio assay 
- pemeriksaan patologi klinik/anatomo/ 

forensik 
- pemeriksaan immunoserologi 
- pemeriksaan flora/fauna 

b) Pemeriksaan kimia : 

- pemeriksaan organik 
- pemeriksaan anorganik 
- pemeriksaan toksikologi 

pemeriksaan klinik. 
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c) Pemeriksaan fisika 
- pemeriksaan radioaktifitas 

perneriksaan organoleptik (bau, rasa,war­
na) 

- pemeriksaan kekeruhan 
- perneriksaan OHL 
- pemeriksaan rnikrometeorologi 
- pemeriksaan kebisingan 
- pemeriksaan vibrasi 
- partikulat. 

d) Penyediaan hewan uji/pemeriksaan aklimati 
sasi. 

e) Penyediaan media. 
f) Penyediaan reagensia. 
g) Sterilisasi/desinfeksi. 
h) Standarisasi/kalibrasi. 
i) Pengolahan limbah : 

cair 
pad at 
gas. 

j) Pengambilan sampel secara khusus (papsmear, 
biopsi, dan lain-lain). 

2) Peralatan 
Sesuai dengan j en is, kemampuan dan kapasi tas 
pelayanan laboratorium keseha~an 

3) Bahan-bahan untuk pemeriksaan dan kegiatan 
lainnya meliputi : 
a. jenis dan jumlah kebutuhan pertahun .. 
b) asal/cara pengambilan, cara transportasi, 

dan cara penyirnpanan 
c) cara pemusnahan dari sampel, reagensia, me­

dia, hewan uj i dan bahan tar:;bahan. 
4) Sar;ma penunjang pelayanan pemeriksaan labora­

toriu.'!1 seperti : 
a) Dapur 
b) Pencucian (laundry) 
c) Parkir 
d) Restoran/kantin 
e) w.c./k~~ar mandi 
f) pengolahan limbah. 
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5) Keterangan 
Jenis dan jumlah tenaga 
dengan kegiatan dan jenis 
an laboratorium. 

U-23 

sesuai 
pelaya~ 

d. Hubungan dengan kegiatan lain : 
1) Jarak lokasi laboratorium dengan 

kegiatan lainnya (industri, pasar, 
pemukiman, rumah sakit dan lain -
lain) 

2) Sumber daya lain yang akan terke­
na rencana kegiatan laboratorium 
(jumlah penduduk, luas areal pe­
manfaatan lainnya) 

3) Deskripsi, singkat kegiatan lain 
yang terkait disekitar laborato -
rium. 

4) Kapasitas sarana dan prasarana 
pelayanan umum, yang meliputi : 
a) jalan umum 
b) Telekomunikasi 
c) Listrik 
d) Air minurn 
e) dan lain-lain 

BAB III URAIAN SINGKAT RONA LINGKUNGAN AWAL 

1. Iklim 
a.. Tipe iklirn 
b. Suhu dan kelembaban 
c. Cm·ah hujan 
d. keadaan angin (arah/musim) 
e. kualitas udara 

2. Fisiografi 
a. Mcrfologi 
b. Topografi . 
c. Geoiogi 
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3. Hidrologi 
a. Pola aliran, sungai 
b. sumber air untuk minum, mandi, t. .: 

dan cuci · 
c. Tanah resapan air permukaan dan 

air tanah 
d. Peruntukan air lainnya (pertanian 

perindustrian) 

4. Hidrooseanografi pola hidro dinamika 
kelau_tan 

5. Tanah, ruang, dan lahan 
a. jenis tanah, struktur dan tekstur 

tanah 
b. kestabilan_iahan 
c. tata ruang dan tata guna laha~ 
d. peruntukan lahan .· 

6. B i o 1 o g i 
Flora dan fauna · 

7. Sosial ekonomi dan sosial budaya 
a. Demografi/kependudukan (profil dan 

mata pencaharian). 
b. Sikap dan persepsi masyarakat ter­

dahap pembangunan laboratorium ke­
sehatan. 

c. Budaya masyarakat. 

BAB IV EVAWASI DAMPAK LINGKUNGAN DAN PENANGAN.,. 
ANNYA 

1. Perkiraan da~pak lingkungan terhadap 
faktor-faktor. biogeofisik, kimia, so­
sial ekonomi, dan sosial budaya ma­
syarakat masa prakontruksi, kontruksi 
dan operasi. 

2. Perkiraan dampak lingkungan dievalu -
asi berat dan ringannya ata~ besar 
dan kecilnya dampak. 

3. Diuraikan alternatif penanganan ter­
hadap · dampak lingkungan yang terjadi. 
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BAB V KE PUSTAKAAN 

Dalam bagi an ini dikemukakan sumber data 
dan informasi ·yang digunakan dengan susunan 
penulisan sebagai berikut : 

1. Nama pengarang atau nama penyunting (edi 
tor) yang jelas dan lengkap. Bisa dalam 
bentuk nama orang atau instansi. 

2. Tahun penerbitan. 

3. Judul buku/artikel. 

4. Penerbit. 

5. Tempat penerbitan. 

BIODATA PENYUSUN PIL. 

Ditetapkan di 

Pada tanggal 

JAKARTA 

6 OKTOBER 1990 

MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

ttd 

Dr. ADHYATI-1A, MPH. 
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L~mpiran II 
Peraturan Menteri Kesehatan R. I 
Nomor 477/MENKES/PER/X/1990 
Tanggal : 6 OKTOBER 1990 

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN 
RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN ( RKL) 

LA BORA TOR I UM KES EHA TAN 

u ~6 

Rencana Peng el olaan I;in.gkungan (RKL) untuk Labo 
ratorium Kesehatan disusun sebagai berikm: : 

B I IDENTITAS PEMRAKARSA dan PENYUSUN RKL 
1. Nama d,an alamat lengkap pemrakarsa. 
2. Nama dan alamat lengkap penyusun RKL. 

B II URAIAN KEGIATAN KEGIATAN 
1. Uraian singkat i·encana kegiatan labo -

ratorium keschai:an. 
2. Uraian singkat evaluasi dampak yang 

diambil dari ringkasan PIL/PEL dan 
atau Af\1DAL/SEL. 

B III TUJUAN, KEGUNAAN, DAN PENDEKJl.TAN PENGELO­
LAAN LINGKUNGAN 
1. Pernyataan tentang maksud dan tujuan 

d.ari pengclolaan l ingkun.gan secara si~ 
tematis, sin.gkat dan jelas. 

2. Manfaat dilaksanakannya pengelolaan 
lingkungan di t .injau dari berbagai ke­
pentin_g?-n pe;nrakarsq./penanggung j awab, 
pihak-pihak lain yang berkepentingan 
dan berkaitan, maupun untuk menunjan~ 
program pembangµnan. 

3. Lokasi RKL yang tepat rneliputi ling­
kungan di sekitar tapak kegiatan labo­
ratorium yang mungkin terkena dampak. 
Perlu dilengkapi dengan peta situasi 
berskala memada~. 
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4. Jadwal pelaksanaan RKL disesuaikan dengan taha­
pan pelaksanaan pembangunan dan .kegiatan labo­
ratorium. 

5 . Pendekatan pengelolaan lingkungan. 
Uraian tentang sistem pengelolaan lin~kun~an 

yang akan dilaksanakan. ditinjau dari segi tek­
nologi, ekonomi maupun institusional sesuai de­
ngan hasil rekomendasi PIL dan atau ANDAL se­
hingga s emua pihak mengetahu i secara jelas tu­
gas dan tanggung jawabnya masing-masing melalui 
pendekatan sebagai berikut : 

a. Pendekatan Teknologi 
Cara penanganan dampak lingkungan dari keti­
atan labor~torium antara lain adalah dengan 
melakukan pencegahan dan penanggulangan : 

1) Menurunnya kualitas lingkungan akibat 
limbah yang berasal dari kegiatan pelayan 
an pemeriksaan dan kegiatan lainnya. -

2) Penyebaran infeksi. 
3) Timbulnya keracunan akibat dari bahan bi­

ologis maupun zat kimia. 
4) Tempat perindukan dan perkembangbiakannya 

vektor. 
5) Terjadinya penyebaran penyakit karena he­

wan percobaan. 
6) Timbulnya bahaya radiasi dari surnber radi­

oaktif. 

b. Pendekatan ekonomi 
Perlu dicantumkan oleh pemrakarsa/penanggung 
jawab kegiatan laborator ium tentang : 
Kemampuan dalam penanganan dampak lingkungan 
dan perkiraan permintaan bantuan kepada pe~ 

merintah atau badan lain untuk keperluan te~ 
sebut, seperti : 

1) Keringanan bea rnasuk peralatan penanganan 
lirnbah. 

2) Kemudahan pro edur pengadaan peralatan. 
3) Kemudahan/keringanan memperoleh kredit. 

' 
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c. Pendekatan sosial-ekonomi dan sosial­
budaya. 
Perlu dicantumkan oleh pemrakarsa/pe­
nanggung jawab iaboratorium dalam pe­
nanganan dampak lingkungan rnisalnya : 
1) Ganti rugi dan subsidi 
2) Ketenaga kerjaan 
3) Bantuan dan kemudahan pelayanan pe 

rneriksaan laboratorilli~ termasuk ke 
luhan rnasyarakat. 

d. Pendekatan institusional 
Perlu dicantumkan oleh pemrakarsa/pe­
nanggung jawab laboratorium dalam me­
ngembangkan sistem pengelolaan ling -
kungan terpadu, misalnya : 
1) Pengembangan kerjasama antar ins­

tansi yang berkepentingan dan ber­
kai tan dengan pengelolaan lingkung 
an hidup. -

2) Pengembangan peraturan perundang -
undangan yang menunjang pengelola­
an lingkungan. 

S) Pengembangan pengawasan baik in 
tern maupun ekstern yang rnel iputi 
pengawasan oleh pemerintah maupun 
oleh masyarakat. 

4) Pengembangan kerjasama antar nega­
ra dalam pengendalian dampak ling­
kungan. 

BAB IV. URAIAN TENTANG RENCANA PENGELOLAAN LING­
KUNGAN 

1. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) 
meliputi : 
a. Faktor lingkungan yang terkena da~ 

pak. 
Uraian secara jelas faktor biogeo­
fisik, kimia dan aspek-aspek sosi­
al ekonomi dan sosial budaya yang 
akan terkena dampak sebagai.akibat 

·dilaksanakannya rencana keg1atan. 
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b. Sumber dampak 

Uraian s ecar a jelas tentang komponen kegiat­
an yang dapat merupakan sumber dampak sesuai 
dengan pros edur dan j enis pemeriksaan. 

c. Bobot dan tolok ukur dampak 
Penentuan bobot dan tolok ukur dampak untuk 
mendapatkan gambaran tentang berat dan ri­
ngannya dan atau besar kecilnya dampak ter­
hadap lingkungan. 

d. Upaya pengelolaan lingkungan 
Upaya penanganan darnpak ini dapat berupa pen 
cegahan, penanggulangan dan rnitigasi dampak 
negatif serta pengembangan dampak positip 
dengan menggunakan teknologi yang sesuai. 

2. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan. 
a . Uraian tentang koordinasi kelembagaan yang 

akan berurusan, berkepentingan dan berkaitan 
dalam pengelolaan lingkungan, khususnya pi ~ 

hak-pihak yang melakukan pengelolaan ling 
kungan. 

b. Perlu adanya suatu unit organisasi yang ber­
tanggung jawab dibidang pengelolaan lingkung 
an untuk melaksanakan RKL. Untuk itu perlu­
dicantumkan unit organisasi tersebut yang 
mencakup : 
1) Struktur organisasi dan tenaga kerjanya 
2) Bidang tugas masing-masing staf 
3) Tata kerjanya. 

c. Pembiayaan 
Pernbiayaan untuk melaksanakan RKL merupakan 
tugas dan tanggung jawab dari pernrakarsa ren­
cana kegiatan/penanggung jawab yang bersang -
kutan. Pembiayaan tersebut antara lain inenca­
kup : 

. 1) Biaya inves.tasi misalnya pernbelian perala~ 
an pengelolaan lingkungan serta biaya un­
tuk kegiatan teknis lainnya. 

2) Biaya tenaga kerja dan biaya operasional. · 
3) Biaya pendidikan dan pelatihan. 
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3. Pengawasan Pengelolaan Lingkungan. 
Uraian tentang instansi yang akan ber 
peran sebagai pengawasan sesuai dengan 
fungsi clan tugas pokoknya bagi terlak 
sananya RKL. -

BAB V KEPUSTAKAAN 

Dalam bab ini dikemukakan sumber data 
dan inforrnasi yang digunakan dengan su­
sunan penulisan sebagai berikut : 

1. Nama pengarang atau nama penyunting 
(editor) yang jelas dan lengkap. nisa 
dalam bentuk nama orang atau instansi. 

2. Tahun oenerbitan 
3. Judul buku/artikel. 
4. Penerbit. 
S. Tempat penerbitan. 

LAMPI RAN 

Ditetapkan di 

Pada tn.nggal 

.J A K A R T A 

6 OKTOBER 1990 

MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

ttd 

Dr. ADHYA1MA, MPH 
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Lampi ran I II 
Peraturan Menteri Kesehatan RI 
Noillor : 477/MENKES/PER/X/1990 
Tanggal: 6 OKTOBER 1990 

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN 
RENCANA PEMANTUAN LINGKUNGAN (RPL) 

LABOR.I\ TOR IUM KESEHA TAN 

U-31 

BAB I IDENTITAS PEMRA.KARSA dan PENYUSUN RPL 
1. Nama dan alamat lengkap pemrakarsa. 
2. Nama dan alamat lengkap penyusun RPL. 

BAB II URA.IAN KEGIATAN . 
1. Uraian singkat dan jelas kegiatan la­

boratorium. 
2. Uraian singkat evaluasi dampak penting 
3. Uraian singkat RKL. 

BAB III 'IUJUAN, MANFAAT, DAN ALTERNATIF PEMANTA­
UAN LINGKUNGAN 

1. Pernyataan serta sistematik, singkat 
clan jelas tentang maksud dan tujuan 
dari RPL. 

2. Manfaat dilaksanakannya pemantauan 
lingkungan, baik ditinjau dari kepen­
tingan pemrakarsa, pihak-pihak lain 
yang berkepentingan dan berkaitan da­
lam pengelolaan lingkungan maupun un­
tuk menunjang kegi atan program pemba­
ngunan. 

3. Al~ernatif pemantauan lingkungan yang 
akan dilaksanakan ditetapkan pada dam 
pak penting yang diupayakan penanganan 
dampaknya dengan memperhati kan : 
a. Rekomendasi ciar i PIL/PEL dan atau 

ANDAL/SEL. 
b. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) 

yang t elah disahkan oleh instansi 
yang b e1· ranggung j awab . 
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BAB IV URAIAN TENTANG RPL 

1. Ruang Lingkup RPL meliputi 
a. Jenis Dampak 

Uraian secara jelas tentang jenis 
dampak yang akan dipantau. 

b. Faktor lingkungan yang dipantau. 
Uraian secara jelas tentang faktor 
lingkungan yang dipantau. Pemantau­
an faktor lingkungan ini dapat di­
lakukan terhadap sumber darnpak dan 
akibat yang ditirnbulkan oleh d~~pak 
tersebu~ terhadap lingkungan. 

c. Tolok -ukur dampak. 
Uraian secara jelas tentang tolok 
ukur yang akan digunakan. Tolok ukur 
ini dapat meliputi aspek biogeofi -
sik dan atau aspek sosial ekonomi 
dan aspek sosial budaya. 

d. L o k a s i . 
Uraian tentang lokasi yang tepat un 
tuk memantau dampak dengan melam -
pirkan peta berskala memadai yang 
memuat lokasi dan tapak pernantauan 
terrnasuk dimensi ruangnya. 

e. Periode pemantauan. 
Uraian tentang kekerapan waktu pe­
mantauan yang menyangkut saat pe­
mantuan dilaksanakan dan berapa la­
ma waktu yang diperlukan untuk me­
mantau suatu jenis dampak. 

2. Pelaksanaan Pernantauan Lingkungan. 
a. Uraian tentang kelembagaan dan ko­

ordinasinya yang akan mengurus dan 
berkepentingan dalam pelaksanaan 
pemantauan lingkungan. 
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b. Uraian tentang kelembagaan dan koordina -
sinya yang mengurus dan berkepentingan da 
lam mendayagunakan hasil pemantauan ling 
kungan yang secara irnplisit melakukan ju: 
ga pengawasan terhadap pelaksanaan peman­
tauan lingkungan. Dengan demikian, penda-

yagunaan hasil pemantauan berarti pula 
merupakan umpan balik guna melakukan tin­
dakan pengendalian terhadap dampak nega -
tif dan pengembangan dampak positif untuk 
pelaksanaan pengelolaan lingkungan. 

V. KEPUSTANAAN 

Dalam bagian ini dikemukakan sumber data dan 
informasi yang digunakan dengan susunan penuli~ 
an sebagai berikut : 

1. Nama pengarang atau penyunting yang 
dan lengkap, dapat dalam bentuk naraa 
atau instansi. 

2. Tahun terbit. 
3. Judul buku/artikel. 
4. Penerbit 
5. Tempat penerbitan. 

L A M P I R A N 

Ditetapkan di J A K A R T A 

Pada tanggal 6 OKTOBER 1990 

jelas 
orang 

MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

ttd 

Dr. ADHYA1MA, MPH. 
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MENTER! KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 
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PERATURAN MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR : 477/MENKES/PER/X/1990 

T E N T A N G 
. ' 

ANALISIS MENGENAI DAMPAK .LINGKUNGAN 

LABORATORIUM KESEHATAN 

MENTER! KESEHA~AN REPUBLIK INDONESIA 

a. bahwa untuk .melestarikan sumber daya ,ala.m clan 

lingkungan hidup perlu di..lakukan upaya pencegah 

an tiinbulnya . perusakari dan pencemaran l.Lngku11g 

an akibat adanya ~egiatan labocatoriurn kcsehat 

an sebagai peli3.ksan aan keten titan pasal ?. a.ya. t 

( 1) dan pasal 14 aya t ( 4) Pe.cdturan Pem•:?rinl:d l · 

Nomor 29 Tahun 1986 ti:rntang i\nal"Lsi.s M0nt](:?n c1i 

D~mpak Lingkungan; 

b •. bahwa laboratorium kesr'3hatan menyelengga.cakdn 

· j en is kegiatan yang mernbua t dan met1ggurwkan 

bahan hayati dan non . hayati serta menuinl:.co 

duksi jenis tumbuh-tumbuhan,hewan dan jasad 

renik, disamping itu penerapan tehnologi diper 

kirakan akan mempunyai po~ensi bcsar yang dap~t 

menimbulkan dampak ~erhadap lingkungan; 

c. bahwa analisis mengenai dampak lingkun~an ter-

hadap labo.ratorium keschatan diperlukan 

sebagai landasan dalam mengambil keput~sar 

dibidang perijinan laboratorium kesehatan; 
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~. Penyajian evaluasi lingkungan, disingkat PEL 

adalah telaah secara garis besar tentang kegiat 

an yang sedang dilaksanakan rona lingkungan 

pada saat penyajian itu dibuat, dampak lingkung 

an yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut dan 

rencana tindakan pengendalian dampak .... ~ nega .... i.:..-

nya; 

f. Studi Evaluasi Lingkungan, disingkat SEL adalah 

telaah secara cermat dan mendalam tentang da~­

pak lingkungan suatu kegiatan yang sedang 

dilaksanakan; 

g. Kerangka Acuan, disingkat KA adalah Kerangk~ 

Acuan pembuatan ANDAL yang disusun bersama oleli 

pernrakarsa dan instansi yang bertanggung jawat 

bagi rencana kegiatan yang perlu dibuat 

Analisis Dampak Lingkungan; 

h. Rencana Pengelolaan Lingkungan, disingkat RKL 

adalah rencana pengelolaan lingkungan yang d1 

susun oleh pemrakarsa bagi kegiatan yang telal·· 

ditetapkan oleh Komisi; 

i. Rencana Pemantauan Lingkungan, disingkat RPL 

adalah rencana pemantauan lingkungan yang di 

susun oleh pemrakarsa bagi kegiatan yang telah 

ditetapkan oleh Komisi; 

j. Laboratoriurn Kesehatan adalah sarana mil ik 

pemerintah atau S\vasta yang melakukan pemerik 
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saan secara biologik, kimiawi dan fisika ter 

hadap spesimen yang berasal dari manusia, 

hewan, media lingkungan, makanan/minuman, obat, 

narkotika, bahan berbahaya a lat kesehatan, 

dan atau kosmetika dalam rangka pengawasan, 

pengujian mutu, menunjang menetapkan diagnosa/ 

terapi dan penelitian; 

k. Komisi adalah komisi analisis mengenai dampak 

lingkungan Departemen Kesehatan; 

l. Pemrakarsa adalah orang atau badan yang menga 

jukan dan bertanggung jawab atas rencana 

pembangunan laboratorium kesehatan vang akan 

dilaksanakan 

m. Pemberi Ijin adalah pejabat yang menurut keten-: 

tuan perundang-undangan ·yang berlaku berwenanc 

memberi ijin laboratorium kesehatan; 

n. Penyusunan AMDAL adalah sebagaimana dimaksud 

dalam Peraturan ?emerintah Nomor 29 Tahun 1986 

tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; · 

o. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab 

di bidang kesehatan. 

BAB II 

RENCANA LABORATORIUM KESEHATAN 

Pasal 2 

Rencana labor a tori um kesehatan waj ib ,..,p· .. ou .::it PI L. 
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sehubungan dengan hal 

dipandang p·~rlu menetapkan. 

Kesehatan ten tang Analisis 

tersebut 

Peraturan 

Mengenai 

Lingkungan Laboratorium Kesehatan. 

di at as 

Menter:L 

Dampak 

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960. tentang Poko~­

Pokok Kcsehatan {Lembaran Negara Tahun 1960 

Nomor 131,Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068); 

2 . Undang-undang 

Hygiene Un tuk 

Negara . Tahuri 

Nomor 11 Tahun · 1962 tentang 

Usaha-usaha Bagi Umum · { Lembaran , 

1962 · Nomor 46, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 2475); 

3 . Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang 

Hygiene { Lembaran Ne.gara Tahun 1966 Nomor · 22, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2804); 

4. ~ndang~undang Nomor 4 TahuQ 1982 tentang 

Ketentuan-Ketentuah Po~ok Pengelolaan Lingkung · 

an Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12 , 

Tambahan Lembaran -Negara Nomor 3215): 

5 . Undang-undang ·- Nomor·4 T~hun 198¢ tentang Wabah 

Penyak;i..t . Menular( i.embaran. Negara Tahun 1984 

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negaran Nomoi 327 3) ; · 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 198~ ten­

tang. Analisis Mengenai D,ampak Liqgkungan 

( LembaranNegara Tahun 1986 Nornor 42, . Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3338). 
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M E M U T U S K A N 

: PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

TENTANG ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN 

LABORATORIUM KESEHATAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Oalam Peraturan ini yang dimaksud dengan 

a. Analisis mengenai Dampak Lingkungan, disingkat . 

AMDAL adalah· hasil studi men3enai darr.pak suatu 
'1 • 

kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan -hidup yang dipe..:-luk an bagi proses pengarnbilan 

keputusan; 

b. Dampak penting adalah per,u?ahan lingkungan 

yang sangat rnendasar yang 6iakibatkan oleh 

suatu kegiatan; 

c. Penyaj ian Inforr::a s i Lingku:-igan, disi:1s}~at :e11 
adalah telaah secara garis bcsar tentang. r~nca 

na kegiatan yang a k an dilaksanakan, Rona Lin~-

kungan 

dampak 

rencana 

nya; 

tem9at kegiatan, kemungkinan timbul:1ya 

lingkungan oleh kegiat·an tersebut dan 

tindaka:1 pengendalian dampak hegatif 

d. Analisis Dampak Lingkung e_,,-i, disingkat ANDAL 

adalah sua t u telaah secara cermat dan me ndalam 

tentang dampak pen ting suatu kegiatan yan g 

direncanakan; 
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Pasal 3 

Rencana laboratorium kesehatan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 2 wajib ·dilengkapi dengan analisis 

mengenai · dampak lingkungan berupa ANDAL apabila 

mempunyai dampak penting terhadap lingkungan .hidup. 

Pazal 4 

Pemberi ata..i penolakan .iJ in terhadap rencana 

laboratorium keseha:tan diberikan oleh Pemberi Ij in 

setelah adonya Rekomendasi atas RKL dan RPL dari 

Komisi. 

Pasal 5 

(1) Komisi ditetapkan oleh Keputusan Menteri. 

(2) Kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta wewenang 

komisi se~agaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan 

dalam Keputusan Menteri. 

!3AB III 

?A.TA LAKSANA 

Bagian pertama 

?enyajian Info=masi Lingkungan 

Pasal 6 . 

{l) PIL diajukan oleh pemrakarsa kepada Pemberi Ijin 

dan selanjutnya untuk diteliti oleh Komisi~ 

(2) ?emberi Ijin memberikan bukti penerimaan ?IL 

dengan mencantumkan tanggal penerimaannya kepada 

pemrakarsa. 
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(3) PIL disusun dengan berpedoman pada Pedoman Tek­

nis Penyusunan PIL Laboratorium Kesehatan 

seperti yang dimaksu·d dalam Lampiran I Peraturan 

ini. · 

Pasal 7 

(l} Apabila berdasarkan hasil penilaian PIL dinyata 

kan kurang .lengkap oleh Komisi, maka Pemrakarsa 

melengkapinya sesuai dengan petunjuk. 

(2) Apabila lokasi sebagaimana tercantum dalam PIL 

dinilai t~dak tepai, maka Komisi memberi petun­

juk tentang lokasi lain, dengan kewajiban bagi 

?emrakarsa untuk membuat PIL yang b .aru. 

Pasal 8 

Berdasarkan has i l penilaian atas PIL, Komisi . 

rnenyarankan kepada 

dibuat ANDl\L. 

Pemberi Ijin perlu tidaknya 

Pa~al 9 

Apabila rencana labo::::-atorium kesehatan tidak per.i.u 

dibuat ANuAL, maka Pemrakarsa wajib membuat RKL, dan 

RPL bagi rencana laboratorium kesehatan tersebut. 

Bagian kedua 

Rencana Pengelolaan Lingkungan 

Pasal 10 

Apabila PIL telah mendapat persetujuan, make 

?emrakarsa menyusun RKL dan RPL bagi laborato.cium 

kesehatan yang bersangkutan. 

J ' 
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Pasal 11 

( 1) Pem:cakarsa mengaj ukan RKL kepada PernberL Ij in 

selanjutnya di teruskan untuk di teli ti o leh 

Komisi. 

( 2) Pemberi Ij in rnemberikan buk :ti . penerimaan RKL 
. ' 

dengan mencantumkan tanggal penerimaanny~ kepada 

. Pemrakarsa. 

(3) Apabila RKL dinyatakan kurang sernpurna oleh 

P·~rnberi Ij in berdasarkan has U pen q_aian Korni~3 i '· 

maka Pemraka ~csa rnenyempurnakan dan men.gajukan 

kembali RKL tersebut sesuai dengan petunjuk 

Koinisi. 

( 4) Keputusan persetujuan· at as RKL · oleh Pcmbe)::-i Ij in 

dapat diberikan dengan atau tanpa persyaratan. 

(5) RKL disusun dengan berpedoma~ pada Pedornan 

Teknis sebagairnana dimaksud dalam Lamp'iran II 

Pe:taturan ini. 

Bagian ketiga 

Rencana Pemantauan ·Lingkungan ·. 

Pasal. 12 

(1) Pemrakarsa mengajukan RPL bagi l~boratorium 

kesehatan yang bersangkutan kepada ' Pemberi Ijin 

dan selanjutnya di teruskan untuk di teliti oleh 

Komisi. 
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(2) Pemberi 1jin rnemberikan bukti penerimaan RPL 

dengan mencantumkan tanggal penerimaannya kepada 

pemrakarsa. 

(3) Apabila Rl?L dinyatakan kurang sempurna oleh Pem­

beri Ij in 'oerdasarkan hasil penilaian Komisi, 

maka Pemrakarsa menyempurnakan dan mengajukan 

kembali RPL tersebut sesuai dengan petunjuk 

Komisi. 

(4) RPL disusun dengan berpedornan pada Pedoman Tek­

nis sebagairhan a dimaksud dalam Lampiran ,III 

Peraturan ini. 

Bagian keempat . 

Batas dan tenggang Waktu 

Pasal 13 

Batas clan tenggang waktu pelaksanaan AMDAL ditentu 

kan sebagai berikut 

( 1 ) Keputusan 

PIL, RKL, 

terhadap persetujuan atau penolakan 

RPL dis.ampaikan kepada Pemrakarsa 

selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari set.elah 

tanggal penerimaan. 

(2) Keputusan terhadap perbaikan AMDAL yang telah 

disa"Cankan disampaikan kepada Pemrakarsa 

selambat-- larnbatnya 30 ( tiga puluh) hari setelah 

pe cbaikan AMDA L tenrnbu t diter.iina. 

(3) Apab:Lla keputusan kepada Pemrakarsa dal,;1m 

j angka waktu terse but belum d isampa:Lkan, maka 



MENTERI KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

* 
- 10 -

AMDAL a tau perbaikannya dinyatakan telah 

mendapat pecsetujuan. 

(4) Terhadap Keputusan penolakan sebagaimana di 

maksud ayat (1) Pemrakarsa dapat mengajukan 

kebera tan kepada Menteri selarnbat-lambatnya 14 

( empat be las) hari sej ak di terimanya keputuscrn 

penolakan. 

(5) Keputusan tentang pernyataan keberatan sebagai­

rnana dimaksud . dalarn ayat (4) dlberikan selambat­

lambatnya 30 ( tiga puluh) hari sejak keputusari 

atas penolakan diterima dan ~erupakan keputusan 

b~rakhir. 

Bagian kelim·a 

Tata Cara Pengajuan AMDAL 

Pasal 14 

Tata cara pengajuan AMDAL oleh pemrakarsa atau 

Penanggung jaw ab laborato .cium kesehatan di tetapkan 

oleh Kornisi setelah berkonsultasi dengan Pemberi 

Ijin yang terkalt. 

BAB IV 

KEDZ\LUARSA DAN GUGURNYA .KEPUTUSAN 

PERSETUJUAN PIL, RKL OAN RPL 

Pasal 15 
(1) Keputusan persetujuan PIL, RKL dan RPL ~i~yata 

kctn .kedaluarsa, apahila rencana laboratorium 

kesel1a l:o.n tidak di la lcsflnakan dalam j .:rngl<a wale tu 

1 i.mo i: a huo sejak d.itetapkannya k.eputusan 

l:er:-sebut. 
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(2) Apabila PIL, RKL dan RPL dinyatakan ked~luarsa, 

m?ka untuk rnelaksanakan rencana La~ocatorium 

kesehatan Pemrakarsa wajib mengajukan permohonan 
\..I _ , I 

. . 

baru·, dengan persyaratnn sesuai dengan peraturan 

ini. 
I. • ' ) 

. -~ \. 

( 3) Tcrl1adap perrnohonan sc'oagairnana dimakr:;ud dalam 

•, 

ayat (2) Komisi memutuskan : 
I 

a. P~L dan/atau RKL dan/atau RPL yang pernah di-

setujui dapat sepenuhnya dipergunakan kembali 

a tau; 

b. PIL dan/atau RKL dan/atau RPL wajib diper-

baharui. 

'! 

Pasal 16 · 

(1) Keputusqn persetujuan PIL dinyatakan gugur ' · 

•• J :;.,, J j f. _J l 
apabila t ~rjadi perubahan · lingktinga~ ·~ang sangat 

1;nendas3.r 9k .Lbat peristiwa a tau.· kaX'eHb .> kegia tan 

lain, sebclum r e ncana laboratorium . ke~chatan di 

r ~ 

I 1 

J( 'f [ '( 

' 'C' : J. 

I 

laksanakan. 

(2) Apabila keputusan tentang PIL dinyatakan gugur, 

makn 11qtuk )nelaksanakan rencan.si atau meneruskan 

kegia tannya Pemraka,rsa . waj ib mernbua t ANDAL be:r-

dai:;arkan rona Li.ngkungan 
'Jr 

baru men.u'rut ta ta-

· laksana sebagaimana diatur dalam peraturan ini. 
\ .i {' 

.;{ t --....... _ 
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BAB V 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 17 

Pendidikan, latihan, penelitihan dan pengembangan 

analisis 

kesehatan 

mengenai dampak 

dilaksanakan 

lingkungan 

oleh ·unit 

laboratorium . 

kerja yang 

bersangkutan bekerjasama dengari Komisi. 

Pasal 18 

(1) Pembinaan dan Pengawasan ditingkat Pusat · di 

laksanalcan oleh Kepala Pus at Labora :toriurn 

Kesehatan. 

(2) Pernbinaan dan Pengawasan ditingkat Wilayah di 

laksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen 

Kesehatan Propinsi setempat. 

Pasal 19 

(1) Setiap rencana laboratorium kesehatan yang perlu 

dibuatkan AMDAL wajib . diumumkan oleh Kbmisi. 

( 2 ) PIL . I RKL dan 

masing-masing 

untuk umum. 

RPL 

hal 

serta keputusan 

tersebut , bersifat 

mengenai 

terbqka 

(3) Sifat ketecbukaan sebagairnana dimaksud dalam 

ayat (1) dan (2) dilaksanakan dalam ben~uk 

peranserta mar:.;ya.raka t dengan meng•3mukakan saran 

dan pernikiran secara lisan dan/atau tertulis 

kepada Komisi sebelum keputusan ten tang 

pemb2rian ij in te chadap rencana lalJorato.cium 

keschatan diberikan. 
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(4 ) bagi rencana laboratorium kesehatan yang 

menyangkul: rahas:La Negara, ketentuan sebagaimana 

dirnaksud dalam oyn t ( 1) ., 

be ·claku. 

Pasal 20 

(2) dan (3) tidak 

Salinan Pil, HKL, RPL . bagi laboratorium kesehatan 

scrta keputusan masing-masing mengenai hal tersebut 

disampaikan kepada : 

a. Menteri . Negara Kopendudukan dan Lingkungan Hidup ; 

b. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat; 

c . Para Eselon r· dilin~kungan Departemen Kesehatan ; 
' ' 

d. Kepala Pusat Laboratorium Kesehatan; 

e. Kepala Kantor Wilayah Departemeri .Kesehatan 

Propinsi setempat. 

Pasal 21 

{1 ) . Laporan pemantauan lingkungari dan · evaluasinya 

yang dilakukan oleh Pemrakarsa ~esuai dengan RPL 

disampaikan kepada: 

a. Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan 

Hidup; 

b. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seternpat; 

c. Para Eselon I dil.ingkungan Departemen 

Keschatan; 

d. Kepala Pusat Laboratorium Keseha~an; 

e. Kepala Kantor Wilayah Departern(~n Ke$ehatan 

P~opinsi setcmpat . . 

(2) Laporan pemantauan lingkungan dan evaluasinya 

s8rta pen9aw.-:lsw1 f{PL clan RKL yong dilakukan oleh 

,· 



MENTERI KESEHATAN 
REPUBLIK INOONESIA 

* 

- 14 -

K2pala Kantor Wilayah Departc~rmen Kesehatan 

Propinsi wajib disampaikan kepada 

a. Menteri Negara kependudukan dan Lingkungan 

Hidup ; 

b. Gubc~rnur Kepala Daerah Tingkat I seteinpa i:; 

c. Para Eselon I dilingkungan Departemen Kese­

hatan. 

BAB VI 

P E M B I A Y A A N 

Pasal 22 

( 1) Biaya pelaksanaan kegiatan Komisi dibebankan 

kepada anggaran Departemen Kesehatan. 

(2) Biaya untuk mernbuat PIL, RKL, dan RPL yang 

merupakan bagian dari biaya laboratorium kesc­

h a l:;;in y.~na tli:rencanakan rnaupun yan9 sudai1 ber­

j alan rnenjadi beban Pemrakarsa . 

BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 23 

Dengan b erlakunya Peraturan Menteri ini , maka s~ti~p 

laboratorium · kesehatan ·yang telah . dibuat PIL dan 

telah disetujui sesuai dengan ketentuan perundangan 

yang berlaku, dianggap telah memenuhi k.etentuun 

sebagairnana diatu:r dalam Peraturan ini~ 

·Pasal 24 

( 1 ) Untuk labor a tori um kcschatan scbagaimana d i.mal· ·­

sud d~larn pasal 2 peraturan ini yang s .edang 

dilaksanakan prlda saat beclakunya pLraturan ini 
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dibuat AMDALnya, penanggung jawab 

laborator iurn keseha tan, waj ib membuat PEL · dan 

mengaj ukannya kepada Pemberi Ij in dan selanju t­

nya di teruskan untuk diteliti oleh Komisi. 

(2) Apabila dari peni laian atas PEL laboratorium 

kesehatan sebagairnana dimaksud dalam ayat ( 1) 

disimpulka n bahwa labo:r:atorium kesehatan terse 

but menimbulkan dampak penting terhadap. lingku 

ngan hidup, maka penanggung jawabnya wajib mem­

buat SEL dan rnengaj ukannya kepada Pernberi Ij in 

dan S<3lanjutnya di teruskan untuk diteli ti oleh 

Komisi. 

( 3) Ket e ntuan ten tang ta ta lak.sana, pembinaan, pengci­

wasan, dan pembiayaan PIL , RKL, dan RPL sebagai 

mana diatur dalam Peraturan ini, berlaku pula 

terhadap tata laksana,pembinaan , pengawasan dan 

pembiayaan PEL, RPL dan RKL bagi labor.:itorium 

kesehatan yang sedang dilaksanakan. 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 25 

Ketentuan ANDAL atas laboratorium kesehatan sebagai­

rnana dima ksud da lam pasal 3 peraturan ini ditetap 

kan tersenrliri. 

Pasal 26 
Petunjuk teknis sebagai pelaksana pe .caturan in i 

ditetapkan oleh Komisi. 
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Pasal 27 

Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku sejak 

tan~gal ditetapkan. 

Agar setiap 

pengundangan 

penempatannya 

Indonesia. 

orang mengetahuinya , meme:rintahkan 

Peraturan Menteri Kesehatan ini dengan 

dalam Serita Negara Republik 
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Lampiran ; I . . 
Peraturan Menteri Kcsehatan 

Nomor . : 477/MENKES/PER/X/1990 

Tanggal: 6 OKTOBER 1990. 

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN 

PENYAJIAN INFORMASI LINGKUNGAN (PIL) 

LABORATORIUM KESE~ATAN 

INDENTITAS PEMRAKARSA DAN PENYUSUN ·PIL . 

l . Nama dan alarna t lengkap · pemrakarsa ·. 

2. Nama dan al~mat lenkap penyusun PIL 

URAIAN SINGKAT RENCANA KEGIATAN LABORATORIUM KESEHATAN 

1 •. Jen is labora to:ciurn ke:;chatan. 

2. Lokasi · laborato.r:Lum kesehatan yang tepat (dilampirkan 

peta lokasi terbaru yang rnemenuhi syarat). 

Peta lokasi 

a. Kabupaten/ICodya dan Kecamatan', .skala. 1: 5.000. 

b. Tapak rencana, skala l; 1.000. 

. . . 

3. Perkiraan umur kegiafan .lab6ratorium keschatan. 
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4. Uraian secara garis besar tentang rencana kegiatan 

pe.mbangunan laboratorium kesehatan: 
. ,. 

. . 

a. Tahap prakonstruksi/persiapan 

1) Uraian survai yang telah ditentukan. 

2) Pembebasan, penguasaan, pemilikan lahan serta 

metoda pengendaliannya. 

b. Tahap konstruksi 

1) Rancangan -umum recana kegiatan dan jadwalnya. 

2) Cara pelaksanaan kegiatan yang meliputi : pembu 

kaan lahan dan penggalian tanah, · pengerukan, 

konstruksi dan pembangunan fisik lainnya. 

3) Luas areal dan tata letak , yang akan diguna- · 
I 

kan untuk kegiatan, meliputi: bangunan utama, 

parkir, j alan, sarana P.engolahan limb ah · dan 

sarana lainnya. 

4) Peralatan: yang digunakan termasuk macam dan 

jumlah. 

5) Bahan bagunan. 

a. Jenis dan jumlah 

b. Tempat dan cara _pengambilan 

c. Sistim transportasi dan penyimpanannya 

d. Sistim pembuangan akhir bahan buangan. 
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6) Mobilisasi .peralatan laboratoriutn kesehatan. 

7) Tenaga kerja. 
. . 

a) Karakteristik tenaga kerja 

b) Pemukiman tenaga kerja • . . 

8) Pendidi.kan ketrampilan yang diberikan kepada 

tenaga kerja 

c. Tahap operasi 

1) Jenis kemampuan ·dan kepastian pelayanan, antara 

lain : 

a) Pemeriksaan biologi: 

- pemeriksaan bakteriologi 

- pemeriksaan parasitologi/helmint.ologi 

- pemeriksaan virologi 

pemeriksaan planktonologi 

pemeriksaan bio assay 

- pemeriksaan patologi klinik/anatomi) 

f orensik 

pemeriksaan irnmuno.serol~)gi 

pemeriksaan f lora(f au pa. · 

b) Pemeri~saan kimia : 

pemeriksaan organik 

- pemcriksaan anorganik 

pemeriksaan toksikologi 
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- pemeriksaan klinik. 

c) Pemriksaan fisika 

- pemeriksaan radioaktifitas 

- pemeriksaan organoleptik (bau,rasa, warna) 

- pemeriksaan kekeruhan 

- pemeriksaan D~L 

- pemeriksaan mikrometeorologi 

pemeriksaan kebisingan 

- pemeriksaan vibrasi 

- pemeriksaan partikoia~. 

d) Penyediaan hewan uji/pemeriksaan aklimati 

sasi. 

e) Penyediaan media. 

f) Penyediaan reagensia. 

g) Sterilisasi/desinfeksi. 

h) Standarisasi/kalibrasi. 

i) Pengolahan limbah 

- cair 

padat 

- gas. · 

j) Pengambilan sarnpel secara khusus 

(papsmear,biopsi, dan . lain-lain). 
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2) Peralatan 

Sesuai dengan jenis, kemampuan dan kapasitas 

pelayanan laboratorium ' kesehatan 

3) Bahan-bahan untuk pemeriksaan dan 

lainnya meliputi : 

a) . jenis dan jumlah kebut~han pertahun 

kegiatan 

b) asal/cara pengambilan, cara transpor~asi, 

dan cara penyirnpanan 

c) cara pemusn?han dari . sampel,. reagensia, 

media, hewan · uji de.in bahan . tambahan. 

4) Sarana penunj ang pa layanan pemeriksaa.n labora­

torium seperti 

a) Dapur 

b) , ~encucian (la~ndry) 

c) Parkir 

d) Restocan/kantin 

e) w.c./kamar mandi 

f) pengolahan limbah. 

5) Ketenagaan ·· 

Jenis· dan . ju.m1ah tenaga sesuai dengan kegiatan 

dan jenis pelayanan laboratorium.· 

d. Hubungan dengan keg iatan lain 

1) Jar~k lokasi laboratorium dengan kegiatan lain- · 

nya ( industri, pasar, . pemukiman, . rumah saki t 

dan lain-lain) 

' · 
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2) Sumber daya lain · · yang akan terkena rencana 

kegiatan laboratoriurn (.jumlah penduduk,luas 

areal pemanfaatan lainnya) 

3) Deskripsj., singkat kegiatan lain yang terkait 

disekitar laboratorium~ 

4) Kapasitas sarana dan prasarana pelayanan umum, 

yang meliputi : 

a) jalan umum 

b) Telekomunikasi 

c) Listrik 

d) air min um 

e) dan lain-lain. 

BAB III URAIAN $INGKAT RONA LINGKUNGAN AWAL 

1. Iklim 

a. T ipe il<lim 

b. Suhu dan kelembaban 

c. Curah hujan 

d. keadaan ·angin (arah/musim) 
' 

e. kualitas udara. 

2. Fisiografi 

a. Morfologi 

b. Topografi 

c. Geologi 
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3. Hidrologi 

a. Pola aliran, sungai 

b .• S~mber ai~ urituk minum, mandi, dari cuci 
. . . . . 

c. Tanah resapan air permukaan dan air tanah 
' . -~ 

d. Perunt~kan air lainnya (pertanian, periridustrian) 

4. Hidrooseanografi pola · hidro dinamika kelautan 

· 5. Tanah, rua.ng, dan lanan 

a. jenis t~nah, · str~ktur dan tekstur tanah 

b. kestabilan lahan 

c. tata ruang dan tata guna lahan · 

d. peruntukan lahan. 

6. B i o l o g i 

Flora dan fauna, 

7. Sosial ekonorni dan sosial budaya 

.,, 
a. Demografi/kependudukan (profi~ .dari . mata penca-

harian) • . 

b. Sikap dan persepsi masyarakat terhadap pembangurian 

laboratorium kesehatan. 

c. Budaya masyarakat. 

EVALUASI DAMPAK LINGKUNGAN pAN PENANGANANNYA 

1. Perkiraan darnpak lingkungan terhadap faktor-faktor 

biogeofisik, kimia, sosial ekcinomi, dan sqsial budaya . . 
masyaraka·t masa prakontruksi, kontruksi dan operasi. 
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• 

2. Perkiraan dampak lingkungan dievaluasi berat dan 

ringannya atau besa r dan kecilnya d ampak. 

3. Diuraikan · alt~rnatif penanganan 

lingkungan yang terjadi. 

KEf>USTAKAAN 

terhadap dumpak 

Dalam bagian ini dikemukakan sumber data dan informasi 

yang digunakari dengan susunan penulisan sebagai 

berikut 

1 . Nama pengarang atau riama penyunting (editor) yang 

jelas . ~an lengkap. Bisa dalam bentuk na~a orang atau 

instansi. 

2. -Tahun penerbitan. 

3. Judu+ buku/artikel. 

4. Penerbit. 

5. Tempat penerbitan. 

BIODATA PENYUSUN PIL 

t Ditetapkan di 

~ Pada tanggal 

JAKARTA 

6 Ol<'i'OBER 1990 

. MEN>'i'E~·l[- KSSEHATAN REPUBLIK <.i\ , ... .. ~ .... ~-·,1 ' 
~, ,- -· -~- ·i "- '< . " .. ./' ,,. ........ ,., ~ \ 

::.· ' '/: . ' '<' . ' ;I / r' .\ . . •. , . ..., 
i' '•.'""' t 

/f .;:_ I ; f_:.~11-------
p . ~ . ' 
' \ 

;\ /·' \ D;r; ADHYATMA, MPH 
·.·'<". " ' . ,· . ..,. . , , ·u ... ____ ......... ('\. ,,~ 

::;. ., , JI " \t '\)'" 
-~. · I\ . I' 

INDON!ZSIA (j , 

jo • 
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Lampirari II 

Per~turan Menteri· Kesehatan RI 

Nomor 417/MENKES/PER/X/1990 . . . · . 

. Tanggal 6 OKTOBER 1990 

--~--:------------------------

PEDQMAN TEKNIS PENYUSUNAN 

RENCANA PENG_ELO~AAN LINGKUNG.AN ( RKL) .· 

LAB6RATORIUM KES~HATAN 

'·.' 

, .. 
JI 

•' ' ~ 

.''· .... 

Rencana Pe~geiolaan . Lingkungan (RKL) ·untuk Laboratorium Kesehatan ' 

disusun sebagai berikut 

BAB I 

BAB II 

BAB III 

IDENTITAS PEMRAKARSA dan PENYUSUN RKL 

1. Nama dan alamat lenkap pemrakars~. 

2. Nama dan alamat iengka~ . penyusu~ RKL~ 

' . 
UR~IAN KEGIATAN KEGIATAN 

1. Uraian singkat rencana kegiatan la~oratorium 

kcsehatah. 

2. · uraian singkat· evaluasi dampak . yang ,dfamb.il ' d.ari 

ringkasan PIL/PEL dan atau ~NDAL/si1. 

'fUJUAN, KEGU~AAN, DAN PENDEKATAN PENGfiLOLAl\N LING KU NGAN 
' 

1. Pernyataan ten tang maksud dan tujuan dari pengelolaan 

lingkungan secara sistematis, slngkat dr.in jelas. 
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2. Manfaat dilaksanakannya pengelolaan lingkungan di 

tinjau dari berbagai keperitingan pemrakarsa/ 

penanggung jawab, pihak-pihak lain yang berkepenting 

an dan berkai tan, ' maupun un tuk menunj ang program 

pembangunan. 

3. Lokasi RKL yang tepat meliputi lingkungan di sekitar 

tapak kegiatan laboratorium yang mungkin terkena 

dampak. · Perlu d.ilengkapi dengan peta situasi berskala 

inemadai. 

4. Jadwal pelaksanaan RKL · disesuaikan dengan tahapan 

pelaksanaan pembangunan dan kegiatan laboratorium. 

5. Pendekatan pengelolaan lingkungan. 

Uraian tentang sistem pengelolaan lingkungan yang 

akan dilaksanakan, di~inj~u dari segi teknologi; 

ekono~i maupun institusional · Se~uai dengan basil 

rekomendasi PIL dan atau. ANDAL sehingga semua pihak 

menget~hui ~ecara jela~ tugaa dun ta~ggung j~wabnya 

masing-masing melalui pendekatan sebagai berikut . 

a. ~endekatan Teknologi 

Cara pl~nanganan df'.lmpal;< l:Lngkungan .dari kegiatan 

laboratorium antara lain adalah dengan rnelakukan 

pencegahan dan penanggulangan : 

1) Menurunnya kualitas lingkungan .akibat limbah 

yang berasal dari kegi~tan pelayanan pemeriksa 

an dan kegiatan lainnya. 

ii> • 
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2) Penyebaran infeksi. 

3) Ti mbulnya keracunan akibat dari bahan biologis 

maupun ~at ·kimia. 

4) Tempat perindukan dan perkemba9gbiakannya 

vekto.c. 

5) Terjadinya penyebaran penyakit karena hewan 

percobaan. 

6) Timbulnya bahaya radiasi dart sumber r~dioaktif 

b. Pendekatan ekonorni 

Pe r lu dicantumkan oleh pemrakarsa/penanggung jawab 

kegiatan labo~atorium tentang : 

Kemampuan dalam penanganan dampak lingkungan dan 

perkiraan permintaan bantuan kepada pemerintah 

atau badan lain untuk keperluan tersebut,seperti 

1) Karinganan baa masuk p~ralatan penanganan 

limbah. 

2) Kemudahan prosedur pengadaan peralatan. 

3) Kemudahan/ ke ringanan .memperoleh kredit. 

c. Pendekatan sosial-ekonomi dan sosial-budaya. 

Perlu dicantumkam oleh pemrakarsa/penanggung ja~ab 

labor a tori um dalam penanganan dampak lingkungan, 

misalnya 
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1) Ganti rugi dan subsidi 

2) Ketenaga kerjaan 

.. 

3) Bantuan dan kemudahan . pelayana~ pemeriks~an 

labotat~rium termasuk keluhan . masyar~kat. 

d. Pendekatan institusional 

Perlu dicantumkan oleh pemrakarsa/penanggung: jawab 

laboratoriurn dalam mengembangkan sistem pengelola 

an lingkungan terpadu, misalnya . 

1) Pengembangan kerjasama an:t:ar. instansi yang , ber 

kepentirrgan d~n berkaitan . dengan pengelolaa~ 

lingkungan hidup. 

2) Pengembangan · peraturan perundang-undangan yang 

menunjang pengelolaan lingkungan. 

· 3) Pengembangan peng,awqsan baik in·tern maupun 
' ' 

ekstern , yang meliputi peng?was~n oleh pernerin. 

tah rnaupun oleh masyarakat. 
' 

4) Pengernbangan . kerj a.sama an tar negara 

pengendalian dampak lingkungan. 

URAIAN TENTANG RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN 

1. Rencana Pengelolaan Lingkungan ( RKL) :meliputi 

a. F.:iktor lingkungan yang terkena dampak. 

dalarn · 

Uraian secara jelas . faktor biogeofisi~,kimia · da·n 

aspek-aspek sosial ekonomi dan sosial budaya yang ­

aka n terkena dampak sebagai akibat dilaksnakannya 

rencana kegi,Jtan. 
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b. Sumber dampak. 

Uraian secara jelas tentang komponen kegiatan yang 

dapat merupakan sumber dampak sesuai dengan 

prosedur dan ' jenis pemeriksaan. 

c. Bobot dan tolok ukur dampak. 

Penentuan· bobot dan tolok ukur dampaJ< untuk 

mendapatkan gambaran tentang berat dan ringannya 

dan a tau besar kecilnya darnpak terhadap 

lingkungan. 

d. Upaya pengelolaan lingkungan~ 

Up a ya penanganan dampak ini dapat berupa 

pencegahan, penanggulangan ' dan mitigasi dampak . 

negatif serta pengembangan dampak positip dengan 

menggunakan teknologi yang sesuai. 

2. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan. 

a. Uraian tentang koordinasi kelembagaan yang akan 

be~tirusan, ' berkepentingan .. dan · berkaitan dalam 

pengelolaan lingkungbo, khususnya ' pihak-pihak yang 

melakukan pengelolaan lingkungan. 

b. Perlu adanya suatu unit organissi yang bertanggung 

jawab dibidang pengelolaabn lingkungan untuk 

~elaksanakan RKL. Untuk itu perlu dicantumkan unit 

organisasi tersebut yang mendakup : . 

1) Struktur organisasi da~ tenaga kerjanya 

2) Bidang tugas masin~-masing staf 

3) Tata kerjanya. 

c. Pembiay,aan 

Pembj_ayaan untuk melaksanakan RK.L merupakan tug;;H~ 

dan tanggung jawab dari pemr~karsa rencan~ kegiat 
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an/penanggung jawab yang bersangkutan. Pemb iayao n 

tersebut antara lain mencakup: 

1) Biaya investasi misalny~ pembelian peralat a n 

pengelolaan lingkungan serta biaya untuk 

kegiatan tekdis lainnya. 

2) Biaya tenaga kerja dan biaya operasional, 

3) Biaya pendidikan dan pelatihan. 

3. Pengawasan Pengelolaan Lingkungan. 

Uraian tenta:ng instansi yang akan berperan sebagai 

pengawasan sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya 

bagi terlaksananya RKL. 

KEPUSTAXl\l\N 

Dalam bab ini dikekmukakan sumber -data dan · informasi 

yang digunakan dengan susunan penulisan sebagai 

berikut 

1 . . Nama pengarang a tau nama . penyunting (editor ) yang 

jelas dan lengkap. Bisa dalam bentuk nama orang atau 

instansi. 

2. Tahun penerbitan~ 

3. Judul buku/artikel. 

4. · Penerbi t. 

5. Tempat penerbitan. 

L A. M P I R A N 

\tDitet apkan di . 

\ Pada tanggal 

J A K A }~ T . A 

6. OKTOBER 19 90 

INDONE:SIA 

., 
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Lanipiran III 

Peraturan Menteri Kesehatan RI 

Nomor 477/MENKES/PER/X/1990 

Tanggal: 6 OKTOBER 1990 

P.EDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN 

RENCANA PEMANTAUAN L-INGKUNGAN (RPL) 

LABORATORIUM KESEHATAN 

Rencana pemantauan lingkungan untuk rencana kegiatan laboratorium 

kesehatan disusun sebagai berikut . : · 

BAB I 

BAB II 

BAB III 

IDENTITAS PEMRAKARSA dan PENYUSUN RPL 

1. Nama dan alamat lengk~p pemrakarsa. 

2~ Nama dan alamat lengkap penyusun RPL~ 

URAIAN KEGIATAN 

1. Uraian singkat dan jelas kegiatan laboratorium. 

2. Uraian :: singkat evaluasi dampak penting. 

3. Uraian singkat RKL. 

'flJ,JUAN, MANFAAT, DAN ALTERNARTIF PEMANTAUAN LINGKUNGAN .. 
1. Pernyat~an serta sistematik, singkat dan jei~s 

tentang maksud dan tujuan dc?ri RPL. 

2. Manfaat dilak1aanakannya per:nantauan lingkungan, baik 

ditinj~u dari kepentingan pemrakarsa, pihak-pihak 

lain yang berkepentingan dan berkaitan dalam 

pengelolcian lingkungan maUpun untuk menunjang kegiat 

an program pembangunan. 
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3. Alternatif . pemantatian lingkungan yang akan dilaksana­

kan di tetapkan pada dampak pen ting yang diupayakan 

penanganan dampaknya dengan memperhatikan 

a. Rekomendasi dari PIL/PEL dan atau ANDAL/SEL 

b. Rencana Pen~elolaan Lingkungan (RKL) yang telah 

disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab. 

BAB IV URAIAN TENTANG RPL 

1. Ruang Lingkup RPL meliputi 

a . .Jenis Dampak 

Uraian. secara jelas tentang jenis dampak yang akan 

dipantau. 

b. Faktor . lingkungan Yang diparitau. 

Uraian secara jelas tentang ~aktor ' lingkungan yang 

dipantau. Pemantauan f aktor lingl~ungan ini dapat 

dilakukan terhadap sumber dampak dan akibat yang 

ditimbulkan oleh · dampak tersebut terhadap· 

lingkungan. 

c. Tolok ukur dainpak. 

' d. 

Uraian secara jelas tentang lolok ukur yang akan 

digunakan.Tolok ukur ini dapat melipu~i aspek 

biogeofisik dan atau aspek sosial ekonomi dan 

aspek sosial budaya. 

L 0 k a s i. 

Uraian . tentang lokasi ·yang ~epat untuk 

damp al~ ~engan melarnp.;i.rkan peta berskala 

memantau 

memadai 

yang · mernuat lokasi dan tapak 'pemantauan termasuk 

dimensi ruangnya. 

e. Periode p~mantauan. 

Uraian . ten tang kekerapan waktu pemantau'an yaqg . 

menyangkut saat pemantauan dilaksanakan dan berap~ 

lama waktu yang diperlukan untuk memantau suatu 

jenis dampak. 
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2. Pelaksanaan Peman tauan Lingkungan. 

a. Uraian , ten tang kelernbagaan dan koordinasinya yang 

akan rnengurus dan berkepentingan dalarn pelaksanaan 

pemantauan lingkungan. 

b. Uraian tentang kelernbagaan dan .koocdinasinya .Yang 

rnengurus dan berkepentingan d•~larn mendayagunakan 

hasil pernantauan lingkungan yang secara irnplisi t 

melakukan juga pengawasan ti;rhistdap pclaJc.,annan 

pemantauan lingkungan. Dengan demikian, pendaya 

gunaan hasil pemantauan berarti pula m~rupakan 

umpan balik guna melakuk an tindakan pengendalian 

terhadap dampak .negatif dan · pengembangan dampak 

positif untuk pelaksanaan pengelolaan lingkungan. 

KEPUSTAKAAN 

Dalam bagian ini dikemukakan surnber data dan informasi 

yang digunakan dengan susunan penulisan sebagai 

berikut 

1. Nama pengarang atau penyunting yang jelas dan 
' 

lengkap., dapat dalam bentuk nama orang ' atau instansi. 

2. Tahun terbit. 

3. Judul buku/artikel. 

4. Penerbit. 

5. Ternpat penerbitan. 

R A N 

~Ditetapkan di : J A. K A R 'f A . 

Pada tanggal ; 6 OK'fOBER 1990 

T NDONES Ii\ ~-
, 


